SALINAN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor : 120/14240/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Surat Gubernur Banten Nomor :
078/593-0Org/2020 Perihal : Rekomendasi Kelembagaan
Inspektorat Kota Tangerang, perlu segera ditindaklanjuti ;

b. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Inspektorat telah ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Inspektorat, sehubungan dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah dipandang perlu dilakukan

penyesuaian,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
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Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat ur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402) ;

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
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Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota

Tangerang Tahun 2020 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2)angka 8 sampai dengan angka 9

dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Inspektur Pembantu I melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Inspektorat melaksanakan pembinaan dan
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan
keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah

pada Perangkat Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:
1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan

dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
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2.

2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat
daerah;

3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan
fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah;

4. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat
Daerah;

5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas
Perangkat Daerah;

6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah;

7. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat

Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan

8. dihapus;
9. dihapus;
10. dihapus;

11. penyusunan laporan hasil pengawasan.

(3) Inspektur Pembantu I dipimpin oleh seorang Inspektur
Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Inspektur.

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) angka 8 sampai dengan angka

10 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Inspektur Pembantu II melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Inspektorat melaksanakan pembinaan dan
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan
keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah
pada Perangkat Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Inspektur Pembantu II mempunyai

fungsi:

https://jdih.tangerangkota.go.id/



1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan

dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;

2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat

daerah;

3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan
fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan

Daerah;

4. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat

Daerah;

5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas

Perangkat Daerah;

6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan

Daerah;

7. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat

Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan

8. dihapus;
9. dihapus;
10. dihapus;

11. penyusunan laporan hasil pengawasan.

(3) Inspektur Pembantu II dipimpin oleh seorang Inspektur
Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Inspektur.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) angka 8 sampai dengan angka

10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10
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(1) Inspektur Pembantu III melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Inspektorat melaksanakan pembinaan dan
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan
keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah
pada Perangkat Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Inspektur Pembantu III mempunyai
fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan

dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;

2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat

daerah;

3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan
fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan

Daerah;

4. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat

Daerah;

5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas

Perangkat Daerah;

6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan

Daerah;

7. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat

Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan

8. dihapus;
9. dihapus;
10. dihapus;

11. penyusunan laporan hasil pengawasan.

(3) Inspektur Pembantu III dipimpin oleh seorang Inspektur
Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Inspektur.
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4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (2) disisipkan
4 (empat) angka yakni angka 7a sampai dengan angka 7d ,

sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Inspektur Pembantu IV melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Inspektorat melaksanakan pembinaan dan
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan
keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah
pada Perangkat Daerah, penanganan pengaduan
masyarakat dan audit investigativ, pelaksanaan
pengawasan/penugasan untuk tujuan
tertentu/investigasi, pelaksanaan koordinasi
pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan
pelaksanaan program reformasi birokrasi dan fungsi
lain yang diberikan oleh Wali Kota dan/atau Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat terkait dengan tugas

dan fungsinya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1), Inspektur Pembantu IV mempunyai
fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan

dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;

2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat

daerah;

3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan
fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan

Daerah;

4. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat

Daerah;

5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas

Perangkat Daerah;
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6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan

Daerah;

7. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat

Pengawas Internal Pemerintah lainnya;

7a.penanganan pengaduan masyarakat dan audit

investigasi;

7b.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana

korupsi;

7c.pengawasan  pelaksanaan  program = reformasi

birokrasi;

7d.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
atau investigasi atas penugasan dari Wali Kota
dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

di Daerah; dan

8. penyusunan laporan hasil pengawasan.

(3) Inspektur Pembantu IV dipimpin oleh seorang Inspektur
Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Inspektur.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 12

Wilayah Kerja Inspektur Pembantu ditetapkan berdasarkan

Keputusan Inspektur secara proporsional.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 13 Juli 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap+Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH
Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 13 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap+Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 54
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